
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARC
NOMCR .{3 TAHUN 2A22

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KEROHIMAN/TALI ASIH KEPADA MASYARA1GT ATAS
KEPEMILIKAN TANAMAN DAN/ATAU BANGUNAN TANI PADA TANAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARO YANG DITETAPKAN SEBAGAI LAHAN USAHA
TANi RELOKASi TAHAP iII DI SIOSAR AKIBAT DAMPAK ERUPSI GUNUNG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2A2O Belanja barang dan jasa trerupa
pemberian uang yang diberikan kepada
masyarakat/Pihak Lain dapat diberikan daiam bentuk
perianganan dampak sosial kemasyarakatan akibat
p€nggunaan tanah ml1il< pem,^rintah daerah ui'ltuk
pelaksanaan pembangunan proS,ek strategis nasional
dan non pr<lyek strategis nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa be::dasarkan Keputr,isan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK
IAV lMenLHK-Ii12O15 tentang Izin Pinjam Pakai
i{awasan Hutan untuk Lahan Pertanian bagi korban
erupsi Gunung Sinabung pada Kar,vasan Hutan
Produksi tetap atas nama Bupati Karo, di Kabupaten
Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 416,44 Ha untuk
iahan pertanian bagi korban Erupsi Gunung Sinabung;

c. bahrna berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK
547IMENLHK/SETJEN/PLA.2l1Al2017 Tentang
Peiepasan Kanvasan Hutan Produksi Tetap Daiam
Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk
Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Atas
Nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi
Sumatera Utara Seluas 480, 11 Ha untltk relokasi
pengungsi Erupsi Gunung Sinabung;

d. bahwa untuk penangganan korban erupsi Gunung
Sinabung Tahap IiI di Siosar dari 3 Desa dan 1 Dusun
saat ini masih beriangsung khususnya datrarn
pemberian lahan pertanian, yang mengalami kendala
akibat acianya penguasaan sebagian iahan oleh
masyarakat desa sekitar dengan cara bercocok tanam;

e. hahura. . .
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bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf
a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian
Kerohiman/Tali Asih Kepada Masyarakat Atas
Kepemilikan Tanaman Dan/Atau Bangunan Tani Pada
Tanah Pemerintah Kabupaten Karo Yang Ditetapkan
Sebagai Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III di Siosar
Akibat Dampak Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten
Karo;

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
T*,{^*^-i^ nr^*^- 1 nr)ol.rrlLlvlruora rt\J.tll\Jr Lw J a | )

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a3551;

3. Undang-Undang Nomor 2+ Tahun 2OA7 tentang
Penanggulangan Bencana {Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2OO7 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7231;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pei'ubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

6. Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829};

7. Peraturan Peurerintah Ncrnoi' 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana {l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4830);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal {l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 6l7BJ;

9. Peraturan . .
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2}rc tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322|;

1O. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
TJ^-^^l^^^ D^-^-^ / T^^^ Tf^*^-;-+^L lr ^*l^^^^ nT^*^-^

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 12

Tahun 2A2L tentang perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2A21 Nomor 63i;

11". Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam
7.^^A^^^ +^e+^^+aa /T ^*1-^-^^ l\T^^^-^ If^*,,1^1.:1- I.^l^.^^^i^
-t\Ud-(Iclcli.i LEi LEiiLii [IJEiiiiid,i ci-ii iiUEdr ct r\UPLI LrIIi\ ilj-iiiiiiEi)id,

Tahun 2018 Nomor 34;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 202O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor
t78l;

13. Peratura.n Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo

{Lembaran Dearah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah l{abupaten Karo Nomcr
03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kahupaten Karo Nomor 10 Tahun 2A2l tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2A16
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2AZl Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor
08);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019
tentang Penanggulangan Bencana {Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2OI9 Nomor 03, Tambahan
l.emharan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03];

15. Peraturan Bupatl Karo Nomor 23 Tahun 2O2l tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun
2A22 {Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2A21 Nomor
23);

16. Peraturan Bupati Karo Nomor O1 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun ,^*nggaran 2*22 {Berita Daerah l{abupaten Kar*
Tahun 2A22 Nomor 01) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati
Karo Nomor 27 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2A22 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2A22 {Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2022 Nomor 27i;

17. Peraturan. . -
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17. Peraturan Bupati Karo Nomor O2 Tahun 2A22 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun
2422 Nomor 02).

1 ,{^- ^+^ ^1 -^ *MCirELctyii.ci.-ri PER,qTURAIq BUPATI TEIVTANG PEDO},qAIq PEh{BERIA}{
KEROHIMAN/TALI ASIH KEPADA MASYARAKAT ATAS
KEPEMILIKAN TANAMAN DAN/ATAU BANGUNAN TANI
PADA TANAH PEMERINTAH KABUPATEN KARO YANG
DITETAPKAN SEBAGAI LAHAN USAHA TANI RELOKASI
TAHAP III DI SIOSAR AKTBAT DAMPAK ERUPSI GUNUNG
SINABUNG DI KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adaiah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan ui"usarl
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakiian Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Penanggulangan Benca"na Daerah yang selanjutnya disingkat
BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kan'o.

6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tir:gkat yang memadai pada -wilayah
pasca bencana.

?. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasaralla dan
sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat
pemerintahan maupun rnasyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan menggaiiggu kehidupan dalt penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oieh faktor alam danfatau faktor non alam maupul
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.

9" Lahan Usaha Tani adalah Lahan yang diperuntukkan untuk
masyarakat Warga Relokasi Tahap IiI.

1O. Warga relokasi tahap III adalah warga Desa Sukanalu, Desa Sigarang-
garang, Desa Mardingding dan Dusun Lau kawar di Desa Kutagugung
yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Karo Ncmor
36r /130/BPBD/2018.

11. Masyarakat.. .
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11. Masyarakat adalah masyarakat desa seputaran dan berbatasan
langsung dengan iokasi Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III di Siosar
yang selama ini menggarap lahan dengan cara bercocok tanam.

12. Tim Inventarisasi adalah tim Inventarisasi Tanaman dan Bangunan
Tani yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

L3. Pedoman pemberian kerohiman/tali asih adalah tata cara penyaluran
kerohiman/tali asih kepada masyarakat atas kepemilikan tanaman
dan/atau Bangunan Tani pada tanah Pemerintah Kabupaten Karo yang
ditetapkan sebagai Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap IIi di Siosar
akibat dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

i\{aksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam
pemberian kerohimanltali asih bagi masyarakat atas kepemilikan tanaman
dan/atau Bangunan Tani pada tanah Pemerintah Kabupaten Karo Karo yang
ditetapkan sebagai l,ahan Usaha Tani Relokasi Tahap III di Siosar akibat
dampak erupsi Guaung Sinabung di l{abupaten ltaro.

Pasal 3

Trrjuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mernberikan
kepasrian hukum dalam pemberian kerohimanilati asih bagi masyarakat atas
kepemilikan tanaman dan/atau Bangunan Tani pada tanah Pemerintah
Kahupaten Karo yang ditetapkan sebagai Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap
III di Siosar akibat dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

BAB IiI
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Kriteria, Tata cara penyaluran
dan Persyaratan dalam pemberian kerohiman/tali asih untuk masyarakat
atas kepemilikan tanaman dan/atau Bangunan Tani dilokasi peruntukan
lahan pertanian Relokasi Tahap IIL

BAB IV
KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasai 5

{1} Kriteria penerima kerohiman/tali asih adalah sebagai berikut:
a. Masyarakat yang memiliki tanaman dilokasi peruntukan lahan

pertanian Relokasi Tahap III;
b. Masyarakat yang memiliki Bangunan Tani dilokasi peruntukan

lahan pertanian Reiokasi Tahap III.
{2} Besaran kerohiman/tali asih dihitung oleh Tim Inventarisasi;
{3} Besaran dan Daftar Penerima kerohiman ltali asih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V



-6-

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

kerohiman/tali asih yang disalurkan kepada masyarakat bersumber dari
Anggaran Pend"apatan dan Belanja Daerah Daerah Kabupaten dan sumber-
sumber pendanaan sah lainn3ra.

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 7

{1} Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan melakukan Pendataan
masyarakat atas kepemilikan tanaman danf atau Bangunan Tani pada
tanah Pernerintah Kabupaten Karo yang ditetapkan sebagai Lahan
Usaha Tani Relokasi Tahap iII di Siosar akibat dampak erupsi Gunung
Sinabung di Kabupaten Karo dan selanjutnya meiaporkan ke Bupati
Karo cq Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo;

(2) Bupati Karo membentuk Tim lnventarisasi untuk melakukan
Inventarisasi Tanaman dan Bangunan Tani masyarakat;

(3) Berdasa.rkan hasil inventarisasi dari Tim, Bupati Karo menetapkan
besaran penerima kerohimanltali asih melalui Keputusan Bupati Karo;

{4} Pembayaran kerohiman/tali asih yang dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber-
sumber pendanaan sah lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SYARAT ADMINISTRASI

Pasal 8

{1} Syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh penerima kerohiman/tali
asih adaiah sebagai berikut :

a. Surat Permohonan kerohiman/tali asih ke Bupati karo;
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk {KTP};
c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
d. Fotocopy Buku Rekening Bank Kepala Keluarga;
e. Surat Pernyataan Pemohon tentang kesedian menerima kerohiman

dan tidak menuntut hak atas tanah miiik Pemerintah Daerah
kabupaten Karo;

f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penerima kerohiman/ta-li
asih; dan

g. Lembar Verifikasi yang ditandatangani oleh penerima, Kepala Desa
dan Saksi-saksi dari Pihak BPBD dan Forkopimcam;

{2} Penerimaan kerohimanltali asih bagi Kepala Keluarga yang tidak
memiliki Rekening Bank dapat dikuasakan kepada anggota keluarga
yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan diketahui atau
disetujui Pemerintahan Desa Setempat; dan

{3} Penerimaan kerohiman/tali asih bagi Kepala Keluarga yang sudah
meninggal dunia dapat diberikan kepada, ahli waris dengan diketahui
atau disetujui Pemerintahan Desa Setempat.

P,A11 \/ITIut a, , I
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BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Inspektorat Kabupaten Karo melaksanakan pengawasan dan pengendalian
penggunaan Pemberian kerohiman/tali asih kepada BPBD dengan cara
melakukan penelitian terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaall
kerohiman / lali asih sesuai fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada 19 gefi?vhow 2A22

KARO,
D t

lz

SEBAYANG

14+

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 13 96(teq yew2O22

BERITA D

KABUPATEN KARO,

PURBA

KABUPATEN KARO TAHUN 2422 NOMOR 4E

(


